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WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sibolga;

1. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1992);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4.Peraturan...



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1679);

7. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah
Kota Sibolga Tahun 2019 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

Kota adalah Kota Sibolga.

2. Wali Kota adalahWali Kota Sibolga.
3.
4

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

8.Misi...



10.

11.

12.

13.

14.

(1)
(2)

3)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

Rencana Strategis yang selanjuinya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun
dan disajikan sebagai baban penyusunan rencana Kkerja dan
anggaran Perangkat Daerah.

BAB1I
RENSTRA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun berpedoman pada
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga
Renstra BLUD berlaku untuk 5 (Lima) UPTD Puskesmas seKota
dengan rincian:

a. Puskesmas Pintu Angin;

b. Puskesmas Sambas;

c. Puskesmas Pelabuhan Sambas;

d. Puskesmas Aek Habil; dan

e. Puskesmas AekParombunan.

Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RBA BLUD

BAB IiL...



BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3
Penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas memuat :

a. rencana pengembangan layanan;
b. strategi dan arah kebijakan;
c. rencana program dan kegiatan; dan
d. rencana keuangan.
Pasal 4
(1) Sistematika Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun sebagai

berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN
BABII : PROFIL UPT PUSKESMAS
BAB III : VISI MISI
BAB IV : STRATEGI
BABV : PROGRAM
BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS
BAB VII : PENUTUP
(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.
JAMALUDDIN POHAN
Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 29 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 539
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